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ABSTRAK 

Pelaku usaha mikro, pada umumnya memiliki hambatan dalam mengelola keuangan, sehingga banyak 
usahanya kurang berkembang bahkan terjerat rentenir atau pinjaman online ilegal yang berbunga besar, 
yang dalam perspektif hukum islam termasuk riba yang diharamkan. Oleh karena itu, dibutuhkan literasi yang 
intensif supaya kesadaran pengelolaan keuangan semakin baik dan sesuai syariah. Pengabdian pada 
masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pelatihan kelas dan diskusi kelompok serta konsultasi 
berkelanjutan. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah 
(LazisMu), Majelis Ekonomi PCM Berbah, Universitas Ahmad Dahlan dengan Bank BPD DIY Syariah. 
Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pengusaha mikro yang menjadi mitra binaan Majelis Ekonomi dan 
LazisMu Berbah, sebanyak 60 orang. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan 
kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, dari semula rata-rata 30,4% menjadi rata-rata 68,7%. 
Selain itu penggunaan produk dan jasa keuangan syariah atau inklusi juga meningkat dari 25,7% menjadi 
48,3%. Pada umumnya peserta memahami jika pinjaman ribawi dapat membahayakan keberlangsungan 
usaha. Oleh karena sebab itu, pengabdian merekomendasikan pentingnya terus melakukan literasi bagi 
masyarakat tentang keuangan syariah dengan melibatkan semua stakeholder  

Kata Kunci: Usaha Mikro, Literasi, Keuangan Syariah 

 

ABSTRACT 

Micro entrepreneurs generally face obstacles in managing their finances, causing many of their businesses to 
stagnate or even fall into the traps of loan sharks or illegal high interest online loans, which, from the 
perspective of Islamic law, are considered riba (usury) and are prohibited. Therefore, intensive financial 
literacy is necessary to raise awareness and promote more effective sharia compliant financial management. 
This community service activity is carried out through classroom training, group discussions, and ongoing 
consultation The program is a result of a collaboration between the Department of Charity Management of 
Muhammadiyah (LazisMu), the Economic Council of PCM Berbah, Universitas Ahmad Dahlan, and BPD DIY 
Syariah Bank. The target group consisted of 60 micro entrepreneurs who are development partners of the 
Economic Council and LazisMu Berbah. The results of the program showed a significant increase in public 
understanding and awareness of sharia compliant finance, with the average level rising from 30,4% to 68,7%. 
Furthermore, the use of sharia financial products and services (financial inclusion) also increased, from 
25.7% to 48.3%. Most participants understood that riba based loans could endanger the sustainability of their 
businesses. Therefore, this community service activity recommends the importance of continuously 
promoting sharia financial literacy to the public by involving all stakeholders. 
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1. Pendahuluan  

Literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi 
keuangan serta kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro. Di era 
modern ini, perkembangan lembaga keuangan syariah, termasuk Lembaga Keuangan 
Mikro Syariah (LKMS), semakin pesat, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat 
terhadap sistem keuangan syariah. Meskipun keuangan syariah menawarkan berbagai 
solusi permodalan yang lebih adil dan tanpa riba, tingkat pemahaman masyarakat 
terhadap konsep dan manfaatnya masih tergolong rendah (Geremewe, 2018). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh 
terhadap keputusan finansial dan keberlanjutan usaha mikro. Dengan pemahaman 
yang lebih baik, pelaku usaha dapat mengelola keuangan mereka secara lebih optimal 
dan memanfaatkan LKMS sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha (Al-
Shami et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam 
meningkatkan literasi keuangan mikro syariah, seperti edukasi berbasis komunitas, 
program pelatihan keuangan, dan pendampingan bisnis. Dengan meningkatnya literasi 
keuangan syariah, diharapkan inklusi keuangan syariah juga semakin berkembang, 
sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 
secara lebih luas. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengelola usaha 
yang bebas riba sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap keuangan syariah. 
Penelitian Ilfita & Canggih (2021) menunjukkan jika tingkat literasi keuangan 
mempengaruhi kesadarannya dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Literasi 
sendiri bermakna adanya pemahaman dan menumbuhkan kesadaran individu dalam 
pengambilan keputusan keuangan. Penelitian Riduwan & Ma’ruf (2021) menyimpulkan 
jika usaha mikro membutuhkan adanya lembaga keuangan mikro syariah yang mampu 
memberikan literasi keuangan syariah dan mampu melayani kebutuhan keuangan. 
Manajemen usaha mikro, seringkali terjebak dengan pinjaman berbunga tinggi baik 
yang modern seperti pinjaman online terutama yang ilegal maupun rentenir tradisional 
(Riduwan, Pakarti, et al., 2024). Pelaku usaha mikro membutuhkan adanya lembaga 
keuangan syariah yang mampu memberikan pelayanan secara cepat dan mudah serta 
bebas riba (Usman & Tasmin, 2016). Selain untuk memenuhi kebutuhan permodalan, 
lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberikan pendampingan usaha 
seperti pemasaran, pembukuan, dan pengurusan sertifikat halal (Riduwan, Adi, et al., 
2024). Pengabdian masyarakat ini menjadi sangat relevan, karena kondisi masyarakat 
yang membutuhkan literasi dan sekaligus mengharapkan adanya layanan keuangan 
mikro syariah. 

Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro 
melalui berbagai inisiatif yang mendukung ekosistem wirausaha berbasis keadilan dan 
inklusivitas. Organisasi ini berkontribusi dalam beberapa aspek utama, seperti 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi, Bisnis, 
dan Pariwisata (MEBP) serta Lembaga Pengembang UMKM (LP-UMKM) yang 
berupaya membangun ekosistem wirausaha yang berkeadilan, memastikan akses 
yang setara terhadap peluang usaha, modal, pendidikan, dan pasar. Muhammadiyah 
menawarkan skema pembiayaan inklusif berbasis syariah bagi pelaku usaha mikro, 
sehingga mereka dapat memperoleh modal tanpa terjebak dalam sistem pinjaman 
berbunga yang memberatkan. Melalui berbagai program pelatihan dan seminar, 
Muhammadiyah membantu pengusaha kecil meningkatkan keterampilan bisnis 
mereka, termasuk dalam aspek manajemen keuangan dan pemasaran. 
Muhammadiyah mendukung pelaku usaha mikro dalam memperluas akses ke pasar 
yang lebih luas melalui program pameran produk, kemitraan dengan perusahaan 
besar, serta pemanfaatan teknologi digital. Muhammadiyah juga berperan dalam 
menumbuhkan wirausaha muda dengan memberikan dukungan sistem yang 
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mencakup akses modal, edukasi bisnis, serta dorongan untuk membeli produk dari 
UMKM. 

Kelompok sasaran dalam kegiatan PKM ini terdiri atas 60 pelaku usaha mikro 
binaan LazisMu Berbah dan Majelis Ekonomi PCM Berbah, yang bergerak di berbagai 
sektor seperti kuliner, industri kecil, jasa penjahit, peternakan, pertanian, dan 
perdagangan. Sebagian besar mitra ini telah menerima perguliran dana sosial berupa 
zakat atau infak sebagai modal usaha, namun masih menghadapi tantangan mendasar 
berupa keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah yang inklusif. Selain 
itu evaluasi awal juga menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro ini belum 
sepenuhnya memiliki pemahaman dan kesadaran literasi keuangan syariah yang baik. 
Akibatnya mereka menjadi rentan terjebak pada pinjaman ribawi seperti rentenir, 
pinjaman online atau pinjaman berbunga tinggi lainnya, serta usahanya sulit untuk 
bertumbuh. 

Kebutuhan akan peningkatan literasi keuangan syariah pada kelompok ini sangat 
mendesak, mengingat rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hal tersebut 
berpotensi memicu ketergantungan pada sistem ribawi dan terpapar resiko pinjaman 
berbunga tinggi serta menghambat optimalisasi pemanfaatan dana syariah. Program 
pengabdian berbasis pendampingan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan 
tersebut, yakni bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran literasi keuangan 
syariah, serta meningkatkan inklusi keuangan syariah. Melalui pendekatan pelatihan 
dan pendampingan berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha mikro dapat membangun 
kemandirian finansial sekaligus berkontribusi pada penguatan ekosistem ekonomi 
syariah di tingkat komunitas. 
 

2. Masalah 

Pelaku usaha mikro jumlahnya sangat besar tetapi pada umumnya mereka tidak 
memiliki akses yang memadai terhadap sumberdaya ekonomi dan keuangan, seperti 
akses pembiayaan syariah, akses pasar dan manajemen produksi yang baik. 
Akibatnya mereka banyak yang tidak mampu menambah kebutuhan modalnya, 
terjebak pada pinjaman ribawi seperti rentenir, pinjaman online dan pinjaman berbunga 
tinggi yang lain. Dampak berikutnya, usaha mikro banyak yang tidak berkembang 
bahkan menghadapi tingginya biaya operasional. Keterbatasan tersebut disebabkan 
karena masih rendahnya literasi keuangan syariah. Oleh sebab itu, MEBP PCM 
Berbah bekerjasama dengan UAD mengembangkan program pendampingan 
berkelanjutan bagi usaha mikro. 

Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
(MEBP PCM) Berbah berkomitman dalam mendorong pertumbuhan dan 
pengembangan usaha mikro. Sektor usaha mikro yang menjadi binaan 
Muhammadiyah meliputi bidang kuliner, jasa konveksi, perdagangan kecil dan industri 
rumah tangga. Muhammadiyah meletakkan dakwah ekonomi umat menjadi bagian 
strategis dan penting, karena memiliki dampak yang sangat besar dalam meningkatkan 
kesejahteraan keluarga. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan pelatihan dan 
pendampingan secara berkelanjutan. 
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3. Metode 

Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui kerjasama dengan LazisMU 
Berbah, Majelis Ekonomi PCM Berbah dengan Bank BPD DIY Syariah serta 
Universitas Ahmad Dahlan, pada Sabtu, 17 Mei 2025 serta dibuka ruang konsultasi 
selama tiga bulan secara daring maupun luring. Peserta program merupakan mitra 
binaan LazisMu dan Majelis Ekonomi yang telah mendapatkan manfaat perguliran 
dana sosial berupa zakat atau infak untuk usaha produktif. Jumlah peserta sebanyak 
60 orang yang merupakan pelaku usaha mikro dengan berbagai produknya seperti 
kuliner, industri kecil, penjahit, peternak, pertanian, dan perdagangan. 

Metode pengabdian dilakukan dengan pelatihan klasikal serta diskusi kelompok 
dan layanan konsultasi pasca pelatihan. Sebelum pelatihan kelas dilakukan, Majelis 
Ekonomi PCM Berbah melakukan evaluasi dengan metode pre-test untuk mengukur 
pemahaman dasar peserta terhadap keuangan syariah serta penggunaan produk dan 
layanan syariah. Hasil pre-test menunjukkan sekitar 30,4% yang memahami keuangan 
syariah dan 25,7% yang telah menggunakan jasa keuangan syariah. Data tersebut 
menjadi landasan pengukuran keberhasilan pengabdian masyarakat ini. 

Tahapan selanjutnya adalah pelatihan klasikal yang terdiri dari dua sesi, yakni 
sesi pertama untuk penguatan pemahaman dasar teori keuangan syariah dan sesi 
kedua tentang produk dan jasa keuangan syariah. Pada sesi pertama, peserta dibekali 
dengan penguasaan teori muamalat islami, riba dan fatwa keuangan syariah, 
sedangkan pada sesi kedua, peserta dibekali dengan praktik layanan dan jasa 
keuangan syariah untuk pengembangan usaha mikro seperti pembiayaan syariah, dan 
penggunaan aplikasi Qris.  
 

4. Hasil dan Pembahasan 

Keberhasilan pengabdian masyarakat ini diukur dengan peningkatan 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta kesadarannya dalam menggunakan 
layanan dan jasa keuangan syariah, baik bank maupun non bank syariah. Hasilnya, 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran atau tingkat literasi 
yang semakin baik dari semula rata-rata 30,4% menjadi rata-rata 68,7%, sedangkan 
penggunaan produk dan jasa keuangan syariah atau inklusi juga meningkat dari 25,7% 
menjadi 48,3%, sehingga rata-rata literasi dan inklusi mencapai 58,5%. 

Tabel 1. Hasil pengabdian masyarakat 
Mitra Jenis Keberdayaan Mitra Peningkatan (%) 

Pengusaha Mikro Mitra 
Majelis Ekonomi dan 
LazisMu PCM Berbah 

Pemahaman Meningkat 72,5 
Kesadaran Meningkat 62,6 
Pentingngnya literasi 71,1 
Rata-rata 68,7 

Penggunaan Produk dan Jasa 
Keuangan Syariah Meningkat 

48,3 

 Rata-rata 48,3 

Total Rata-rata 58,5 

Sumber: diolah oleh peneliti (2025) 

1. Peran Keuangan Mikro 
Usaha mikro memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat (Manaf, 2017). Di banyak negara, termasuk Indonesia, 
usaha mikro berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
pendapatan, dan mendorong kemandirian ekonomi. Usaha mikro menjadi sumber 
utama pekerjaan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan 
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dengan tingkat pengangguran tinggi. Dengan modal yang relatif kecil, usaha mikro 
dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang, mengurangi angka 
pengangguran, dan meningkatkan pendapatan keluarga (Omorodion, 2007). 
Disamping itu, usaha mikro memberikan peluang bagi individu untuk menjalankan 
bisnis secara mandiri tanpa harus bergantung pada perusahaan besar. Ini membantu 
meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal (Parveen, 2009). 
Keberadaan usaha mikro juga mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata. 
Dengan semakin berkembangnya usaha mikro, pelaku usaha mendapatkan peluang 
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, seperti akses terhadap 
pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih layak (Rashid & Ejaz, 2019).  

Salah satu dampak terbesar dari usaha mikro adalah pengurangan tingkat 
kemiskinan. Dengan adanya kesempatan berusaha, masyarakat memiliki sumber 
penghasilan yang stabil dan berkelanjutan (Rehman et al., 2015). Dukungan dari 
berbagai lembaga, termasuk pemerintah dan organisasi non pemerintah, semakin 

memperkuat peran usaha mikro dalam mengentaskan kemiskinan. Usaha mikro 
berperan sebagai pilar ekonomi yang tangguh, terutama dalam menghadapi 
ketidakpastian ekonomi global (Seibel, 2008). Saat terjadi krisis, usaha mikro lebih 
fleksibel dalam beradaptasi dibandingkan dengan perusahaan besar (Geleta, 2013). 
Hal ini menjadikannya sebagai fondasi ekonomi yang kuat bagi masyarakat. Usaha 
mikro memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, 
pemberdayaan ekonomi serta inovasi (Leisering & Barrientos, 2013). Dengan 
dukungan yang tepat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis, 
usaha mikro dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi yang 
lebih inklusif dan berkelanjutan. 

  

Gambar 1. Penyampaian materi literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha mikro 

Berdasarkan peran strategis usaha mikro tersebut, penguatan literasi keuangan 
syariah pada kelompok sasaran pengabdian ini menjadi kunci untuk memaksimalkan 
dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya peningkatan 
literasi dan inklusi keuangan syariah para pelaku usaha mikro, diharapkan kelompok 
usaha mikro binaan ini tidak hanya bertahan dari krisis (Geleta, 2013), tetapi mereka 
juga mampu berkembang secara produktif, mengurangi ketergantungan pada pinjaman 
ribawi, dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi syariah. Dukungan pendampingan 
berkelanjutan dalam program ini selaras dengan temuan Rashid & Ejaz (2019), bahwa 
akses pengetahuan keuangan adalah faktor krusial dalam mengubah usaha mikro dari 
sekadar bertahan hidup (survival) menjadi tumbuh berkelanjutan (growth), sekaligus 
memperkuat fondasi ekonomi komunitas sebagaimana peran yang dijelaskan Seibel 
(2008).  
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2. Literasi Keuangan Mikro Syariah 

Perilaku keuangan syariah pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat 
literasinya, artinya semakin baik tingkat literasi, maka akan semakin baik pula 
kemampuanya mengelola keuangan. Tingkat literasi keuangan masyarakat dibagi 
menjadi empat, yakni well literate, sufficient, less dan not literate (Djuwita & Yusuf, 
2018). Well literate merupakan individu dengan pemahaman, kesadaran dan 

kepercayaan yang tinggi serta telah memanfaatkan jasa keuangan dengan baik. 
Sufficient literate adalah individu yang memiliki pemahaman dan kepercayaan 
terhadap lembaga keuangan dan jarang menggunakan jasanya. Less literate 
merupakan individu yang memiliki pemahaman keuangan yang cukup, tetapi belum 
menggunakan jasa lembaga keuangan, sedangkan not literate merupakan individu 
yang belum atau memiliki pemahaman dan belum atau tidak menggunakan lembaga 
keuangan.  

Literasi keuangan syariah merupakan wawasan atau keahlian individu terhadap 
keuangan syariah dan kesadarannya dalam menggunakan layanan lembaga keuangan 
syariah (Faridho, 2018). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 
menunjukkan hasil sebesar 39,11% dan inklusi keuangan syariah sebesar 12,88% 
(Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Artinya tingkat pemahaman keuangan syariah sudah 
cukup baik, tetapi kesadaran masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan 
syariah masih rendah. Literasi usaha mikro terhadap Lembaga Keuangan Mikro 
Syariah (LKMS) berperan penting dalam menentukan efektivitas pemanfaatan layanan 
keuangan berbasis syariah (Maslihatin & Riduwan, 2020). Berdasarkan penelitian, 
literasi dan inklusi keuangan syariah dan peran LKMS memiliki berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja usaha mikro (Bahle & Wendt, 2021). Banyak pelaku usaha mikro 
masih kurang memahami konsep keuangan syariah seperti akad murabahah, 
mudharabah, dan musyarakah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan 

rendahnya pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah (Al‐Ajmi et al., 2009). 
Oleh karenanya perlu adanya program pelatihan dapat meningkatkan literasi keuangan 
dan membantu usaha mikro dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif. 

Hasil penelitian Hamzah (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat 
tentang keuangan syariah dapat menumbuhkan kesadarannya dalam menggunakan 
produk dan layanan jasa keuangan syariah, sedangkan menurut Anand & Sen (2000), 
bahwa pendampingan berkelanjutan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya, 
dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan loyalitas nasabah terhadap bank 
tersebut. Artinya, untuk mendapatkan nasabah yang loyal, bank syariah perlu 
memberikan literasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian yang serupa 
juga dilakukan oleh Arsyianti & Kassim (2017), serta Riduwan et al. (2022), yang 
hasilnya menyimpulkan bahwa pendidikan dan pendampingan nasabah mampu 
meningkatkan kinerja keuangan dan menekan terjadinya risiko keuangan. Kesadaran 
masyarakat akan pentingnya keuangan syariah, juga dapat mendorong meningkatnya 
usaha berbasis syariah (Riduwan et al., 2023). 

Dalam konteks keuangan sosial, distribusi zakat yang diikuti dengan 
pendampingan sosial membantu pelaku usaha meningkatkan keterampilan manajerial 
mereka melalui pelatihan dan mentoring, sehingga mereka lebih mampu mengelola 
bisnis secara efektif (Kasri, 2016). Dengan pendampingan, usaha mikro dapat 
memperoleh akses ke jaringan bisnis yang lebih luas dan peluang pasar baru, yang 
sering kali sulit dijangkau tanpa dukungan. Pendampingan membantu usaha mikro 
meningkatkan standar produk dan layanan mereka, sehingga lebih kompetitif di pasar. 
Banyak usaha mikro mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Pendampingan 
memberikan edukasi tentang pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan strategi 
investasi yang lebih baik (Wardiwiyono, 2012). Studi menunjukkan bahwa 
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pendampingan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan usaha mikro, terutama 
dalam aspek manajerial dan produktivitas (Nelson, 2013). Pendampingan yang efektif 
tidak hanya memberikan solusi jangka pendek tetapi juga membangun fondasi sosial 
ekonomi yang kuat bagi usaha mikro untuk berkembang secara berkelanjutan (Geleta, 
2013). Dalam ekosistem ekonomi yang inklusif, usaha kecil memiliki peran penting 
dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu 
tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil adalah akses terhadap 
permodalan (Seibel, 2008). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir sebagai 
solusi dengan sistem keuangan berbasis prinsip syariah yang tidak hanya memberikan 
akses keuangan tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan kondisi literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan 
pelaku usaha mikro, program pengabdian ini menargetkan peningkatan literasi 
sekaligus inklusi keuangan syariah bagi kelompok usaha mikro. Hasilnya menunjukan 
bahwa peningkatan literasi berbanding lurus dengan adopsi layanan Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sebagaimana dibuktikan oleh Bahle & Wendt (2021). 
Melalui pendampingan berkelanjutan, akan menguatkan kapasitas manajerial usaha 
(Kasri, 2016; Wardiwiyono, 2012), yang tidak hanya meningkatkan ketahanan usaha 
(Nelson, 2013), tetapi juga membuka akses jaringan dan pasar baru. Dengan capaian 
tersebut, program ini diharapkan dapat mendorong transformasi usaha mikro dari 
ketergantungan pada pembiayaan konvensional berbunga tinggi menuju pembiayaan 
syariah yang berkeadilan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan 
syariah yang saat ini masih rendah (12,88% menurut OJK, 2024). Pendekatan holistik 
ini sejalan dengan penelitian Riduwan et al. (2023) yang menegaskan bahwa literasi 
dan pendampingan adalah kunci keberlanjutan usaha mikro berbasis syariah.  

3. Mekanisme Kerja Lembaga Keuangan Mikro 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), beroperasi berdasarkan prinsip 
keuangan Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir 
(spekulasi). Sebagai gantinya, LKMS menerapkan sistem bagi hasil, akad murabahah 
(jual beli dengan margin keuntungan), serta akad mudharabah dan musyarakah (kerja 
sama bisnis). Dengan pendekatan ini, usaha kecil dapat memperoleh pembiayaan 
dengan mekanisme yang lebih adil dan tanpa beban bunga yang memberatkan. LKMS 
memiliki berbagai layanan keuangan baik keuangan sosial maupun bisnis. Mekanisme 
kerja keuangan sosial layaknya lembaga amil zakat, yakni menghimpun dan 
menyalurkan dana sosial, serta melakukan pendampingan usaha. Keuangan sosial 
yang dikelola meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf uang. Manajemen keuangan 
sosial pada LKMS tunduk pada aturan pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional 
maupun Badan Wakaf Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Othman et al. (2021) 
menunjukkan bahwa keuangan sosial yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan 
kesejahteraan penerimanya, sedangkan mekanisme keuangan komersial (bisnis), 
LKMS berperan dalam menghimpun dana dari anggota atau masyarakat dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Peran 
intermediasi keuangan tersebut, mendorong LKMS mengembangkan produknya yang 
lebih inovatif, supaya dapat kepercayaan yang lebihi luas dari masyarakat (Sangeetha 
& Mahalingam, 2011). Produk dan jasa keuangan mikro lainnya, lebih fokus pada 
segmentasi pasar usaha mikro yang selama ini tidak memiliki akses yang proporsional 
terhadap perbankan termasuk bank syariah. 

LKMS memiliki peran penting dalam membuka akses permodalan bagi usaha 
kecil yang sering kali mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman (Asim, 2009). 
Melalui skema pembiayaan berbasis syariah, usaha mikro tidak perlu memberikan 
jaminan dalam bentuk aset berharga seperti yang sering diminta oleh bank, tetapi bisa 
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dalam bentuk lain bahkan sekedar kelayakan usahanya. Ini memberikan kesempatan 
lebih  luas bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan bisnisnya bahkan mengubah 
kehidupannya menjadi tidak miskin (Tan & Lin, 2016). Selain menyediakan 
pembiayaan, LKMS juga berperan sebagai mitra usaha yang memberikan pembinaan 
dan pendampingan serta konsultasi usaha kepada para pelaku usaha mikro (Catoiu et 
al., 2016). Program pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan 
pengelolaan usaha berbasis syariah sering kali menjadi bagian dari layanan yang 
ditawarkan (Gocmen, 2014). Dengan adanya pendampingan ini, usaha mikro tidak 
hanya mendapatkan modal tetapi juga kemampuan untuk mengelolanya dengan baik. 

Mekanisme kerja LKMS yang mengintegrasikan pembiayaan syariah dengan 
pendampingan usaha menjadi landasan strategis yang sangat potensial dalam 
menguatkan hasil dari kegiatan pengabdian ini. Dengan memfasilitasi akses mitra 
binaan terhadap produk LKMS, akan mengatasi kendala ketiadaan agunan 
sebagaimana diidentifikasi Asim (2009). Selain itu, pelaku usaha akan meningkat 
kapasitasnya dalam mengelola pembiayaan syariah melalui pendampingan intensif 
(Gocmen, 2014). Model pendampingan juga akan membangun kemitraan 
berkelanjutan antara LKMS dengan usaha mikro (Catoiu et al., 2016). Dengan 
pendekatan ini, mitra binaan diharapkan tidak hanya menjadi penerima pasif 
pembiayaan, tetapi mampu bertransformasi menjadi pelaku usaha syariah yang 
mandiri, selaras dengan temuan Tan & Lin (2016) tentang peran LKMS dalam 
pengentasan kemiskinan. 
 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat 
disimpulkan:  

1. Program pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman, 
kesadaran, dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah oleh 
pelaku usaha mikro, dengan rata-rata literasi meningkat dari 30,4% menjadi 
68,7% dan inklusi keuangan syariah dari 25,7% menjadi 48,3%. Hal ini 
menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dan pendampingan dalam 
mendorong adopsi sistem keuangan berbasis syariah yang berkeadilan. 

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terbukti memiliki peran vital dalam 
memberikan akses pembiayaan tanpa bunga, pelatihan manajerial, dan 
pendampingan usaha. Mekanisme kerja LKMS yang berbasis prinsip syariah 
tidak hanya memperkuat ketahanan dan pertumbuhan usaha mikro, tetapi juga 
menjadi solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan akses 
keuangan di kalangan pelaku usaha kecil. 
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